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Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 01 Maret sampai dengan 10 April 2018.

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami

Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Barang

dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Pada Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis fokus pada

Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas barang dan jasa

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam kegiatan Pengadaan Jasa

Penggandaan barang cetak melakukan kerjasama dengan UD. King. Berdasarkan

sistem pemungutan Pajak di Indonesia Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

menggunakan sistem pemungutan pajak With Holding System yang merupakan

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu

Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang ditunjuk untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang

perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

berhak untuk melakukan pemungutan penyetoran, dan pelaporan PPN atas

pengadaan Jasa Penggandaan barang cetak. Besarnya tarif PPN atas Pengadaan

Jasa Penggandaan barang cetak adalah sebesar 10% x Dasar Pengenaan Pajak

(DPP). Pengadaan Jasa Penggandaan barang cetak merupakan pungutan PPN

yaitu sebesar Rp 1.468.931.

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur

Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas barang dan jasa

yang dipungut oleh Bendahara sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memungut PPN mengacu pada

Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 tentang PPN dan sesuai

dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
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563/KMK.03/2003. Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor

Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan

Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata

Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.
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1

BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas latar belakang serta rumusan masalah

sampai dengan tujuan dan manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul

Prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas Pengadaan Barang dan

Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

1.1  Latar Belakang

Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dengan terpenuhinya suatu syarat yaitu

tercapainya kemakmuran rakyat dalam bidang ekonomi. Untuk mencapai tujuan

tersebut, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan ekonomi yang terus

berkembang dan mengalami kemajuan yang begitu pesat, serta meningkatkan

penerimaan Negara terutama dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber

penerimaan Negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan

pembangunan nasional dan kelangsungan jalannya roda pemerintahan (Sudirman &

Amirudin, 2012). Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan paling

penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun

pengeluaran pembangunan (Suandy, 2011).

Pendapatan negara pada periode tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami

peningkatan yang cukup pesat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,9 persen

per tahun. Secara nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp 1.438,9

triliun pada tahun 2013 menjadi Rp 1.555,9 triliun pada tahun 2016. Pendapatan

negara tersebut terdiri dari pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata

sebesar 99,5 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,5

persen pada periode tahun 2013 sampai tahun 2016. Dalam APBNP tahun 2017,

pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.736,1 triliun atau meningkat 14,7

persen dari rata-ratanya dalam periode tahun 2013 sampai tahun 2016.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh membaiknya indikator ekonomi makro

seperti pertumbuhan ekonomi dari sebesar 4,8 persen (2015) menjadi 5,0 persen

(2016), dan peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Di samping itu, kenaikan target pajak juga merupakan dampak berbagai

kebijakan perpajakan yang telah maupun akan dilaksanakan, antara lain
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pelaksanaan amnesti pajak, keterbukaan akses informasi keuangan untuk

kepentingan perpajakan, maupun extra effort internal berupa peningkatan

pengawasan, penagihan dan pemeriksaan (Nota Keuangan beserta APBN, 2018).

Perkembangan pendapatan negara disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan pendapatan negara dari tahun 2013 sampai tahun 2017

(Sumber: Nota Keuangan beserta APBN 2018)

Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 7,7 persen per tahun

dalam periode tahun tahun 2013 sampai tahun 2016, dengan kontribusi rata-rata

terhadap penerimaan perpajakan mencapai 96,6 persen. Penerimaan pajak dalam

negeri tersebut tidak lagi memperhitungkan BPHTB karena sejak tahun 2011,

BPHTB telah dialihkan sebagai pajak daerah. Apabila dilihat dari kontribusi jenis-

jenis penerimaan pajak, pendapatan PPh nonmigas memberikan kontribusi terbesar

dengan rata-rata 44,6 persen terhadap pendapatan pajak dalam negeri. Selanjutnya

pendapatan PPN dan pendapatan PPnBM dengan kontribusi rata-rata 35,6 persen,

sehingga pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifi

kan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh nonmigas

meningkat rata-rata 13,4 persen per tahun selama periode tahun 2013 sampai
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tahun 2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terjaganya pertumbuhan

ekonomi domestik dan juga sebagai hasil dari penerapan berbagai kebijakan extra

effort di bidang perpajakan. Sementara itu, pendapatan cukai sebagai penyumbang

terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 11,2 persen, tumbuh rata-rata 11,2

persen per tahun selama periode yang sama. Peningkatan tersebut disebabkan oleh

peningkatan tarif cukai hasil tembakau serta membaiknya pengawasan terhadap

peredaran barang kena cukai. Rata-rata kontribusi masing-masing jenis pajak

dalam kategori pajak dalam negeri disajikan pada grafik berikut :

Grafik 1.1 : Kontribusi Rata-rata terhadap pendapatan pajak dalam Negeri

periode tahun 2013 sampai tahun 2016

(Sumber: Nota Keuangan beserta APBN 2018)

Hal ini memperjelas bahwa potensi penerimaan pajak sangat berpengaruh

dalam menyukseskan pembangunan nasional, menyadari hal ini sangat diperlukan

kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat untuk turut menyukseskan peningkatan

penerimaan pajak dengan cara menjalani kewajiban mereka dengan benar dan

tepat waktu. Salah satu jenis pajak yang dipungut di Indonesia dan memberikan

kontribusi yang sudah cukup besar adalah PPN.

Waluyo (2011:1) mengatakan bahwa PPN sebenarnya telah lama dikenal

walaupun dalam berbagai nama. Ditinjau dari sejarahnya pajak penjualan telah

diterapkan di Eropa pada abad pertengahan, seperti di Belanda, Spanyol, Jerman,

Prancis dan lain-lain. Prancis sebagai negara pertama yang mengadopsi
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PPN(Value Added Tax-VAT) tahun 1994 ditingkat perdagangan besar yang

akirnya diperluas sampai pada penyerahan barang yang dilakukan pada tingkat

pedagang eceran.

Salah satu bendaharawan pemerintah adalah Dinas Pendidikan yang

berkewajiban untuk memotong dan memungut PPN dan wajib menyetorkan dan

melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui

secara langsung proses perpajakan serta membandingkan dengan teori yang

didapat di bangku kuliah tentang Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran

dan Pelaporan PPN atas Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

penulis untuk melaksanakan praktek kerja nyata dengan objek yang difokuskan pada

Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan

barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Pengadaan barang dan jasa itu antara lain belanja alat tulis kantor, pengadaan

konsumsi rapat dan belanja proyek. Hasil Praktek Kerja Nyata ini akan

dituangkan kedalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul

“PROSEDUR PERHITUNGAN PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN

PELAPORAN PPN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sebagia latar belakang

permasalahan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Tugas Akhir ini

adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Prosedur Perhitungan Pemungutan

Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan barang dan jasa Pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Progam Studi Diploma III Administrasi

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap

kegiatan dilakasanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat yaitu:

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk menjelaskan

Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan

barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Bagi Mahasiswa

1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang

diperoleh dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

2) Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan di

lapangan mengenai dunia kerja khususnya didalam lingkup kerja Dinas

Pendidikan Kabupaten Jember.

b. Bagi Instansi

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas

Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun

besrsifat organisasi;

2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi

etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang profesional.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka, secara teknis

berisi ungkapan pemikiran serta teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam

membuat Laporan Praktek Kerja Nyata.

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “procedure” yang bisa diartikan

sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata procedure lazim digunakan dalam

kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam Kamus

Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah

dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan

oleh siapa tugas harus diselesaikan.

Menurut Nuraida (2008:35), “Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau

pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan,

berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana

melakukannya, di mana melakukannya dan siapa yang melakukannya.”

Dari pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah

prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan,

berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja

tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah

prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam

melaksanakan suatu kegiatan.

2.2 Pengertian Pajak Secara Umum

2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) pajak adalah konstribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan para ahli di bidang perpajakan mendefinisikannya berbeda-beda,

namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan
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yang sama. Hal itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para

ahli antara lain, menurut Resmi (2013:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian

disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat

kepada kas negara untuk membiayai pengeluran rutin dan surplusnya digunakan

untuk membayai public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai

public investment.

Definisi pajak menurut Sumarsan (2015:3) pajak adalah iuran masyarakat

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Sumarsan

(2015:4) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor

pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan

yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-

tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran

wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan diatur berdasarkan undang-

undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan kompensasi langsung

karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan

yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi.

Misalnya, pembayaran pajak dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalan

propinsi, pembangunan kantor dinas suatu instansi pemerintahan, untuk

membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang posisinya sebagai pelayan

masyarakat, membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara Nasional Indonesia

(TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lain-lain.
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2.2.2 Unsur-unsur Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3) dapat dibedakan menjadi

4 (empat) yaitu, sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat

ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat dituntut adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Zulvina (2011) yaitu, sebagai berikut:

a. Fungsi Budgeter

Pajak untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan

peraturan-peraturan yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai suatu alat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar

bidang keuangan. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai alat pengatur

keadaan sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak sebagai salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam

kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

d. Fungsi Redistribusi

Pajak lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tarif progresif pada Undang-
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Undang Pajak yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang

mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat

yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.2.4 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak

Pengertian Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak menurut Mardiasmo

(2016:15) yaitu, sebagai berikut:

a. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau

pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

c. Objek Pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi

maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.2.5 Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak yang sering digunakan oleh negara menurut Hartati

(2015:11) yaitu:

a. hukum (yuridis), yaitu jelas dan berdasarkan aturan atau undang-undang

yang berlaku;

b. falsafah hukum, yaitu adil sesuai dengan teori daya pikul (ability to pay)

yang dikemukakan Adam Smith atau disesuaikan dengan kemampuan

Wajib Pajak;

c. ekonomis, yaitu tidak memberatkan Wajib Pajak;

d. finansial,yaitu memperhatikan efisiensi bahwa biaya pengenaan lebih

rendah daripada hasil pengenaan pajak;

e. elastisitas, yaitu peka terhadap perubahan pendapatan yang terjadi.
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2.2.6 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut

sifat, dan menurut lembaga.

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang

lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang

bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan

yang menyebaban terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan

barang atau jasa. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak

tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang

terdapat dalam kewajiban perpajakannya, berikut ini ketiga unsur tersebut:

a) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis

diharuskan melunasi pajak.

b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih

dahulu beban pajaknya.

c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani

pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka pajaknya disebut

pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari

satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

1) Pajak Subjektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi

Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahhui keadaan subjeknya barulah

diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak
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atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah

tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat

objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui

objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum

dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki

tanggungan atau tidak.

c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu,

sebagai berikut:

1) Pajak Negara (Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah

tingkat I (pajak provinsi) amupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota),

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah.

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel dan lain-

lain.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga,

yaitu, sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil
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atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur

perpajakan.

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada

di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak,

memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai

kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak. Jadi,

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar

tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan undang-undang

perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta

memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana

perpajakan yang tersedia. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan

pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada pihak ketiga yang

ditunjuk.

2.2.8 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) tarif pajak terdiri dari 4 (empat) macam yaitu,

sebagai berikut:

a. Tarif Sebanding atau Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang

terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Misalnya

untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
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b. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang tetap sama. Misalnya besarnya

tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun

adalah Rp3000.

c. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah

yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya pasal 17 Undang-Undang Pajak

Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000 5%

Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15%

Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25%

Di atas Rp 500.000.000 30%

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

(Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif perogresif dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar

2) Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap

3) Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang

dikenai pajak semakin besar.

2.3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

2.3.1.Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal ini

disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk

menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan

pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong

ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Supramono (2009:125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak

yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi

BKP maupun JKP.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga

atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak
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Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai

adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara

bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Waluyo (2011:9)

menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang

dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik

konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2009:269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya,

pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan

pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk

menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan

pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong

ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Mardiasmo (2009:269) pajak

penjualan mempunyai kelemahan yaitu, sebagai berikut:

1. Adanya pajak ganda.

2. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.

3. Tidak mendorong ekspor.

4. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu, sebagai

berikut:

1. Menghilangkan pajak ganda.

2. Mengunakan tarif tungggal sehingga mudah pelaksanaannya.

3. Netral dalam pesaingan dalam negeri, perdagangan nasional, netral pola

konsumsi dan mendorong ekspor.

2.3.2.Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8

Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir

diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai

(PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. aturan

pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan

penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari
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peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda.

Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang

dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah undang-undang No. 8

Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas

konsumsi dalam negeri. khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang

mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenalkan pajak penjualan

atas barang mewah.

2.3.3.Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011:5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak

tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan

kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban

memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena

pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang

kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.

2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena

pajak (PKP).

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring

dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1

April 2010. PPN dikenakan atas:

1. penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

2. impor BKP;

3. penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

4. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam

Daerah Pabean;

5. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

6. ekspor BKP Berwujud oleh PKP;

7. ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;

8. ekspor JKP oleh PKP.
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2.3.4.Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

a. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah

barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak

atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak

berdasarkan UU.

Menurut Mardiasmo, (2008:274) BKP adalah barang berwujud yang menurut

sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan

barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Menurut Waluyo (2011:12) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat

atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan

barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM).

c. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6)

PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan

hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan

atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk

menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

Surhatono dan Ilyas (2010:15), menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42

Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang

kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong

pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak

(PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai

pengusa kena pajak (PKP).

2.3.5.Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

a. Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-

undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok

barang sebagai berikut:
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1) Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil

langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir

dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel,

biji perak, dll

2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat

banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur,

susu, buah-buahan, sayur-sayuran

3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,

warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang

dikonsumsi di tempat maupun tidak

4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan

lainnya).

b. Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh

UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Menurut Mardiasmo (2009: kelompok

jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan

kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko,

jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan

hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang

disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara

umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa

penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering).

2.3.6.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Tidak dipungut

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut atas impor barang kena

pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan Bea masuk. Keputusan menteri keuangan

No.231/PMK.03/2001 tanggal 30 april 2001 sebagaimana telah diubah dengan

peraturan menteri keuangan No.616/PMK.03/2004 tanggal 30 desember 2004,

yaitu:

a. atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap

dipungut;
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b. menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang

dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

2.3.7.Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian

atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan

menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang

terutang.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak

yang terutang yaitu:

a. harga Jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya

yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang

Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut

UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur

Pajak;

b. penggantian (DPP untuk penyerahan (JKP) adalah nilia berupa uang termasuk

semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena

penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU

dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

c. nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea

masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak,

tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan

PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau

Cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk

ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan Pabean;

d. nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau

yang seharusnya diminta oleh eksportir;

e. nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak

dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP

adalah sebagai berikut:
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1. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau

Penggantian setelah dikurangi laba kotor.

2. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau

Penggantian setelah dikurangi laba kotor.

3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan

Harga Jual rata-rata.

4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film

5. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran

perusahaan adalah harga pasar wajar.

6. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat

dikreditkan, adalah harga pasar wajar.

7. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga

jual.

8. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah

10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya

ditagih.

9. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah

tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

10. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang

diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.

11. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya

dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau

pengganti setelah dikurangi laba kotor.

12. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru

lelang adalah harga lelang.

2.3.8. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemunggutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha

Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau

penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor yang

digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea cukai. (pasal 1 angka 23 UU
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PPN, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP

No.24/PJ/2012).

Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib-wajib baik orang

pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap telah

membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan Pengusaha Kena

Pajak penjual.

Menurut Waluyo (2009:270) Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan

yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena

Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena

impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea

dan Cukai.

Ada beberapa Faktur Pajak yang harus di buat:

1) saat penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak;

2) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi

sebelumnya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan /atau

sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP);

3) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap

perkerjaan;

4) saat Pengusaha Kena Pajak (JKP) rekanan penyampaikan Tagihan kepada

bendahara pemerintah sebagai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Terdapat 3 (tiga) jenis faktur pajak menurut UU PPN yaitu, sebagai berikut:

1) Faktur Pajak Standart

Adalah faktur pajak yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana

ditetapkan dalam Kep.Dirjen Pajak No. Kep-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember

1994, yang wajib dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP

pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995.

Bentuk Faktur Pajak Standart dibuat dengan ukuran kuarto yang isinya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku (SK.Dirjen Pajak No. Kep-53/PJ/1994 tanggal 29

Desember 1994).
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Faktur Pajak Standart harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2

yaitu, sebagai berikut:

a) Lembar ke-1: Untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak

Masukan.

b) Lembar ke-2: Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standart sebagai

bukti Pajak Keluaran.

Dalam hal Faktur Pajak Standart dibuat lebih dari rangkap 2 (dua), maka

peruntukan lembar ketiga dan seterusnya harus dinyatakan secara jelas dalam

faktur pajak yang bersangkutan, misalnya, Lembar ke-3: Untuk KPP dalam hal

penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pemungut PPN

2) Faktur Pajak Gabungan

Adalah Faktur Pajak Standart yang cara penggunaannya diperkenankan

kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli atau

penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu masa pajak, dan harus dibuat

selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya

penyerahan BKP atau JKP.

Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP atau JKP atau

terdapat pembayaran sebelum faktur pajak gabungan tersebut dibuat, maka untuk

pembayaran tersebut dibuat faktur pajak tersebut pada saat diterima pembayaran.

Tanggal penyerahan atau pembayaran pada faktur pajak diisi dengan tanggal awal

penyerahan BKP atau JKP sampai dengan tanggal terakhir dari masa pajak yang

dibuat faktur pajak gabungan, dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan dari

masing-masing faktur penjualan.

3) Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan

faktur pajak, yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau

JKP kepada pembeli BKP atau JKP yang tidak diketahui identitasnya secara

lengkap atas penyerahan BKP atau JKP secara langsung kepada konsumen akhir

Bentuk faktur pajak sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan,

segi cash register, karcis, kuintansi, yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan

atau pembayaran BKP atau JKP oleh PKP yang bersangkutan
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Faktur pajak sederhana yang diisi tidak lengkap bukan merupakan faktur

pajak sederhana.

Faktur pajak sederhana dibuat sekurang-kurangnya rangkap dua:

a. Lembar ke-1: Untuk pembeli BKP / penerima JKP;

b. Lembar ke-2: Untuk arsip PKP yang bersangkutan

Faktur pajak sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau

penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan pajak masukan.

2.3.9. Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam

satu masa pajak, perlu diperhatikan Pajak Masukannya terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU PPN, Pajak Masukan adalah Pajak

Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusahan Kena Pajak

karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan

atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang

Kena Pajak.

a. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut UU Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan

2) Pajak Masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran

untuk masa pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).

3) Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak

masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a).

4) Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada

jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai

yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (pasal 9 ayat 3).

5) Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada

jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan

yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (

Pasal 9 ayat 4).

6) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan

Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung
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dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ( Pasal 9

ayat 5 jo ayat 8 huruf b).

7) Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan

penyerahan Kena Pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak

Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16 b ayat

3).

b. Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Kriteria umum bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan adalah apabila

memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1) Memenuhi Persyaratan Formal

2) Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dalam dokumen yang

diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan

3) Pajak Masukan dan Pajak keluaran dalam masa pajak yang sama atau dalam

masa pajak yang tidak sama sepanjang belum melampaui bulan ketiga setelah

berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dengan ketentuan belum

dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

4) Memenuhi Persyaratan Materil

5) Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha

6) Belum dikenakan biaya.

Pajak Masukan yang dimaksud pada UU No. 42 Pasal 9 (4) adalah Pajak

Masukan yang dapat dikreditkan. dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak

Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan

Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang

bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya:

Contoh:

Masa Pajak oktober 2012

Pajak keluaran = Rp 2.000.000,00

Pajak masukan yang dapat dikreditkan = Rp 4.500.000,00(-)

Pajak  lebih dibayar = Rp 2.500.000,00
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Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak November

2012.

Masa Pajak November 2012

Pajak keluaran = Rp 3.000.000,00

Pajak masukan yang dapat dikreditkan = Rp 2.000.000,00 (-)

Pajak  kurang dibayar = Rp 1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak oktober 2012 yang dikompensasikan ke

Masa Pajak november 2012 = Rp 2.500.000,00

Jadi pajak yang lebih dibayar masa pajak november 2012 adalah :

a) Rp 2.500.000,00 – Rp 1.000.000,00 = Rp 1.500.000,00

b) Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak

Desember 2012

c. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan yaitu, sebagai berikut:

1) Pajak Masukan (PM) bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP sebelum

pengusaha dikukuhkan sebagai JKP.

2) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP yang tidak

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

3) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan

kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan kombi

kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat (6) huruf c UU

PPN).

4) Pajak Masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP

dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, sebelum pengusaha

dikukuhkan sebagai PKP.

5) Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.

6) Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5)

7) Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan

pajak.
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8) Pajak Masukan yang tidak dilaporkan SPT Masa PPN, yang ditentukan dalam

pemeriksaan.

9) Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk kegiatan usaha

yang menghasilkan penyerahaan yang dibebaskan dari penggenaan pajak

(Pasal 16 b ayat 3).

Sesuai dengan sistem self assessment, PKP) wajib melaporkan seluruh kegiatan

usahanya dalam SPT Masa PPN. Selain itu, kepada PKP juga telah diberikan

kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN sehingga sudah

selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak

dapat dikreditkan.

Contoh :

Dalam SPT Masa PPN dilaporkan:

Pajak keluaran = Rp 10.000.000,00

Pajak masukan = Rp 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui:

Pajak keluaran = Rp 15.000.000,00

Pajak masukan = Rp 11.000.000,00

Hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar Rp 11.000.000,00,

tetapi tetap sebesar Rp 8.000.000,00 sesuai dengan yang dilaporkan SPT Masa

PPN.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan

Pajak Keluaran – Pajak Masukan

= Rp15.000.000,00 - Rp 8.000.000,00 = Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut SPT Masa = Rp 2.000.000,00(-)

Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

Pada Bab 3 ini penulis menjelaskan secara rinci tentang metode

pelaksanaan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendidikan Kabupaten

Jember.

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten

Jember Jl. dr. Subandi No. 29 Jemberlor Patrang Kabupaten Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor

421.3/467/413/2018 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret s.d 10 April 2018 di

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja

di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yaitu:

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat

Senin s/d Kamis 07.30 - 15.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB

Jum’at 07.30 - 15.00 WIB 11.30 - 13.00 WIB

Sabtu dan Minggu Libur Libur

Tabel 3.1 : Hari dan jam kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir

oleh penulis dengan judul “Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan

Pelaporan PPN atas Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”.

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi

yang berkaitan dengan judul tersebut, sebagai berikut:
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a. Bagian Sarana dan Prasaran

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti merekonsiliasi terhadap hasil

laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS setiap Sekolah Dasar (SD)

dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kabupaten Jember.

b. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti bagaimana prosedur perencanaan

mulai dari proses rancangan, pengawasan, sampai proses pelaporan. Maka

penulis dapat mengambil sampling Wajib Pajak untuk keperluan Tugas

Akhir.

c. Bagian Bendahara

Pada seksi ini penulis diberi tugas melakukan perekaman Pajak

Pertambahan Nilai. Pada seksi ini pengumpulan data sekunder dapat

dilakukan oleh penulis dengan melakukan pengajuan permohonan

pengambilan data kepada bendahara bagian administrasi dan pelaporan.
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3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja

Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang

dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

No
Waktu

Pelaksanaan
Kegiatan Hasil Kegiatan

(a) (b) (c) (d)

1. Kamis, 01 Maret

2018

Penanggung jawab :

Bapak Imam Irianto

a. Perkenalan

b. Belajar memahami kegiatan

apa saja yang ada pada Dinas

Kabupaten Jember

a. Dapat berkenalan

dengan seluruh

karyawan Dinas

Pendidikan Kabupaten

Jember

b. Dapat mengetahui

kegiatan apa saja yang

berada di Dinas

Pendidikan Kabupaten

Jember

2. Jum’at, 02 Maret

2018 Penanggung

jawab: Bapak

Karim

Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Dana BOS SD Kecamatan XXX

Dapat mengetahui

presedur dan cara

menyusun laporan

keuangan Dana BOS

3. Senin, 05 Maret

2018 Penanggung

jawab: Bapak

Karim

Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Dana BOS SD Kecamatan XXX

mengetahui presedur dan

cara menyusun laporan

keuangan Dana BOS

4. Selasa, 06 Maret

2018

Penanggung Jawab:

Ibu Eka

Merekap bukti potong PPh Pasal

22 atas PT XXX

Dapat mengetahui

penghasilan yang

dipotong PPh Pasal 22
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(a) (b) (c) (d)

5. Rabu, 07 Maret

2018

Penanggung Jawab:

Ibu Eka

Menghitung PPh 21 atas gaji

Staf Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember

Dapat mengerti

bagaimana menghitung

PPh Pasal 21 atas

Pegawai

6. Kamis, 08 Maret

2018

Penanggung Jawab:

Bapak Nurul

Sharing pelaporan Pajak atau

SPT Tahunan menggunakan e-

filing

Dapat mengetahui

tentang e-filing

7. Jum’at, 09Maret

2018

Penaggung jawab:

Bapak Nurul

Sharing pelaporan Pajak atau

SPT Tahunan menggunakan e-

filing

Dapat mengetahui

tentang e-filing

8. Senin, 12 Maret

2018

Penanggung jawab:

Bapak Nurul

Melaporkan SPT Tahunan

Pegawai melalui e-filing.

Dapat mengetahui tata

cara pelaporan SPT

tahunan menggunakan e-

filing

9. Selasa, 13 Maret

2018

Penanggung Jawab:

Bapak Nurul

Melaporkan SPT Tahunan

Pegawai Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember melalui e-

filing.

Dapat mengetahui tata

cara pelaporan SPT

Tahunan menggunakan

e-filing

10. Rabu, 14 Maret

2018

Penanggung Jawab:

Ibu Eka

Sharing atau diskusi mengenai

proses pengadaan langsung

barang dan jasa pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Jember

Dapat mengetahui

proses pengadaan

langsung barang dan jasa

pada Dinas Pendidikan

11. Kamis, 15 Maret

2018

Penanggung jawab:

Bapak Kariono

Diskusi tentang Pejabat Pemberi

Komitmen (PPK)

Dapat mengetahui tugas

dan prosedur dari Pejabat

Pemberi Komitmen
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(a) (b) (c) (d)

12. Jumat, 16 Maret

2018

Penanggung Jawab:

Ibu Desi Herawati

Menginput data Aset Tetap

Dinas Pendidikan Kabupaten

Jember

Dapat mengetahui

tentang aset Tetap

13. Senin, 19 Maret

2018 Penanggung

jawab: Ibu Desi

Herawati

Sharing tentang apa itu RKA Dapat mengetahui Proses

pembuatan dan

pengajuan RKA

14. Selasa, 20 Maret

2018

Penanggung Jawab:

Ibu Eka

Sharing dan Diskusi tentang tata

cara pemungutan PPN di Dinas

Pendidikan Kabupaten Jember

Dapat mengetahui

prosedur pelaporan

pemungutan PPN pada

Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember

15. Rabu, 21 Maret

2018

Penanggung jawab :

Bapak Sukariono

Diskusi dan sharing Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang

Dapat mengetahui

tentang Peraturan

Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang

16. Kamis, 22 Maret

2018

Penanggung jawab :

Bapak Sukariono

Mendampingi PPK dalam

menyeleksi Proposal Pengadaan

Barang dan Jasa

Dapat mengetahui

prosedur PPK dalam

menyeleksi Proposal

Pengadaan Barang dan

Jasa

17. Jum’at, 23 Maret

2018

Penanggung jawab :

Ibu Eka

Merekap data PPh 22 atas

Pengadaan Barang dan Jasa

Dinas Pendidikan Kabupaten

Jember

Dapat memahami

penghitungan  PPh 22

atas Pengadaan Barang

dan Jasa Dinas

Pendidikan Kabupaten

Jember
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(a) (b) (c) (d)

18. Senin, 26 Maret

2018

Penanggung jawab :

Bapak Nurul Fatah

Diskusi dan sharing tata cara

pembayaran pengadaan barang

langsung barang dan jasa.

Dapat mengetahui  tata

cara pembayaran

pengadaan barang

langsung barang dan

jasa.

20. Selasa, 27 Maret

2018

Penanggung jawab :

Bapak Nurul Fatah

Mengisi laporan SPT masa PPN

menggunakan Formulir 1107

PUT

Dapat mengetahui

pelaporan SPT masa

PPN menggunakan

Formulir 1107 PUT

Rabu, 28 Maret

2018

Penanggung jawab:

Bapak Nurul Fatah

Membantu Pelaporan SPT

Tahunan e-filing Staf Dinas

Pendidikan Kabupaten Jember

Dapat mengetahui cara

melaporkan SPT secara

elektronik.

21. Kamis, 29 Maret

2018

Penanggung

jawab : Ibu Eka

Diskusi dan Wawancara tentang

penghitungan, pemungutan,

penyetoran dan pelaporan PPN

dan PPh 22 pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Jember

Dapat mengetahui

mengerti Prosedur

penghitungan,

pemungutan, penyetoran

dan pelaporan PPN dan

PPh 22 pada Dinas

Pendidikan Kabupaten

Jember

22. Senin, 02 April

2018

Penanggung jawab :

Ibu Desi Herawati

Diskusi dan Wawancara tentang

penghitungan, pemungutan,

penyetoran dan pelaporan PPN

dan PPh 22 pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Jember

Dapat mengetahui

mengerti Prosedur

penghitungan,

pemungutan, penyetoran

dan pelaporan PPN dan

PPh 22 pada Dinas

Pendidikan Kabupaten

Jember
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(a) (b) (c) (d)

23. Selasa, 03 April

2018

Penanggung jawab :

Ibu Desi Herawati

a. Membantu editing SK

Bupati;

b. Sharing tentang apa itu

proses perencanaan  pada

Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember

a.Dapat mengerti dan

meningkatkan

kemampuan dalam hal

skill penulisan surat

menggunakan

Microsoft Word

b. Dapat mengerti  tentang

apa itu proses

perencanaan   pada

Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember

24. Rabu, 04 April 2018

Penanggung jawab :

Bapak Aprianto

Diskusi tentang Proses

pengadaan langsung barang dan

jasa

Dapat memahami dan

mengerti  tentang Proses

pengadaan langsung

barang dan jasa

25. Kamis, 05 April

2018 Penanggung

jawab : Bapak

Aprianto

Diskusi tentang Proses

pengadaan langsung barang dan

jasa

Dapat memahami dan

mengerti  tentang Proses

pengadaan langsung

barang dan jasa

26. Jum’at, 06 April

2018

Penanggung jawab :

Bapak Aprianto

a. Membantu editing SK Bupati;

b. Diskusi tentang Proses

pengadaan langsung barszang

dan jasa

a. Dapat mengerti dan

meningkatkan

kemampuan dalam hal

skill penulisan surat

menggunakan

Microsoft Word

b. Dapat memahami dan

mengerti  tentang

Proses pengadaan

langsung barang dan

jasa
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Tabel 3.2 : Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu

data kuantitatif. Data kuantitatif dan kualitatif adalah data informasi yang berupa

simbol angka atau bilangan serta berkas dan dokumen. Data kuantitatif dan

kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen Surat Perintah Kerja

(SPK), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa 2017 PPN Formulir 1107 PUT dan

beberapa berkas yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Pelaksanaan Prakek Kerja Nyata ini adalah

sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak pada

Konsultan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan proses

pengadaan langsung Barang dan Jasa, serta Prosedur Perhitungan

(a) (b) (c) (d)

27. Senin, 09 April

2018 Penanggung

jawab : Ibu Desi

Herawati

a. Diskusi Mengenai Tugas

Akhir

b. Merekap data Faktur Pajak

a. Dapat mengetahui

tambahan – tambahan

materi untuk Tugas

Akhir

b. Dapat memahami

tentang Faktur Pajak

28. Selasa, 10 April

2018 Penanggung

Jawab: Ibu Eka dan

Bapak Nurul

a. Diskusi Mengenai Tugas

Akhir

b. Closing Ceremony dan

berpamitan kepada semua

Staf Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember

a. Dapat mengetahui

tambahan–tambahan

materi untuk Tugas

Akhir

b. Dapat memahami

tentang Faktur Pajak
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Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas

Pengadaan barang dan jasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan

yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti Surat

Pemberitahuan Tahunan 2017 PPN Formulir 1107 PUT, artikel, internet,

jurnal, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja

Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan

laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Interview

Interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab

kepada narasumber Ibu Eka dan Bapak Nurul Fatah selaku staf Bendahara

Pengeluaran yang berhubungan dengan masalah “Prosedur Pemungutan,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Barang

dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Bukti Transkrip

Wawancara ini dilampirkan pada lampiran 9 pada halaman 59.
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5.1 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan

kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,

penulis memberikan saran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai

berikut:

1) Meningkatkan koordinasi antara setiap Kepala Sub. Bagian Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember dengan rekanan agar mengurangi tingkat kesalahan dalam

pembuatan Faktur Pajak dan Kode Billing.

2) Meningkatkan Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Jember dalam hal

sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan.
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Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Magang

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


52

Lampiran 2. Surat Diterima Magang
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN
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Lampiran 9. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Eka (staf administrasi keuangan)

Hari, Tanggal :   Kamis, 29 Maret 2018

Jam :   09.30 s/d 11.00 WIB

Tempat :   Ruang staf keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Topik : Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

PPN dan PPh 22

Pewawancara : Selamat pagi ibu, mohon maaf bisa minta waktunya sebentar

untuk diskusi dan sharing tentang mekanisme penghitungan,

pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh 22 yang

ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember khususnya dalam

pengadaan Barang dan Jasa,

Narasumber :   Pagi dek Ari,

Begini Dek Ari untuk proses penghitungan kita yang

menghitung dari rekanan yang selanjutnya mereka menyerahkan

tagihan dengan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS)

kepada setiap kasubag yang bersangkutan atas pengadaan

barang dan jasa tersebut, lalu mereka menunjukkan berkas yang

sudah mereka terima dari rekanan untuk diserahkan kepada

bendahara pengeluaran untuk divalidasi, jika berkas tersebut

sudah sesuai dan valid maka bendahara akan menyerahkan

kepada Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah

(BPKAD) untuk dikoreksi;

Pewawancara :  Untuk proses pemungutannya bagaimana bu?

Narasumber :  Yang memungut adalah kita (bendahara) setelah menerima

berkas-berkas yang sudah dikoreksikan pada Badan Pengelola

Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD). Kami menyerahkan

berkas tersebut kepada setiap kasubag untuk di kembalikan

kepada rekanan yang bersangkutan untuk membuat e-faktur dan
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e-billing, lalu mereka akan menyerahkan faktur pajak dan

cetakan billing.

Pewawancara : Baik bu, jika tadi itu proses pemungutannya, selanjutnya

bagaimana proses penyetoran atau pembayaran perpajakan

Dinas Pendidikan khususnya PPN dan PPh 22 nya?

Narasumber :  Setelah kita menerima Berkas faktur dan cetakan billingnya

maka kita koreksikan berkas tersebut kepada Badan Pengelola

Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) untuk menerbitkan

Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) dengan melalui bank persepsi yaitu Bank Jatim;

Narasumber :  Setelah kita menerima Berkas faktur dan cetakan billingnya

maka kita koreksikan berkas tersebut kepada Badan Pengelola

Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) untuk menerbitkan

Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) dengan melalui bank persepsi yaitu Bank Jatim

setelah itu kami menerima cetakan Bukti Penerimaan Negara

(BPN) dari Bank Jatim;

Narasumber :  Untuk proses pelaporannya, setelah menerima Bukti Penerimaan

Negara bendahara melaporkan pajak melalui e-filing dengan

mengupload dengan berkas CSV setelah melapor maka kami

akan menerima bukti lapor yaitu Bukti Pelaporan Elektronik

(BPE),

Pewawancara : Baik bu, Pertanyaan terakhir apa kendala yang mempengaruhi

proses perpajakan pada Dinas pendidikan khusunya PPN dan

PPh 22 ini, dan yang paling terakhir berapa lama bendahara

waktu untuk sampai pada tahap pelaporan pajak ini bu?

Narasumber :  Kendalanya jika ada kesalahan rekanan dalam pembuatan faktur

pajak dan billingnya, maka disitu kami akan koreksi dan akan

mengembalikan berkas untuk sekiranya diperbaiki oleh rekanan,

biasanya disitu akan memerlukan waktu untuk menunggu berkas

dari rekanan, karena tugas kami juga bukan disitu saja dek,
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Untuk berapa lama proses pelaporannya itu tergantung pada

lamanya dalam proses koreksi di Badan Pengelola Keuangan

Anggaran Daerah (BPKAD), ya minimal 7 hari dan bisa lebih

Pewawancara : Baik bu, terimakasih atas waktu dan sharing ilmunya, semoga

ibu dan para staf keuangan disini diberikan kesehatan dan

kelancaran rezekinya. Sekali lagi kami sampaikan terimakasih.

Narasumber :  Baik dek Ari, amin terimakasih atas kerjasamanya, semoga cepet

lulus ya, cepet dapet kerja juga. Amin
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Lampiran 10. Contoh Surat Pengantar SPP-LS
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Lampiran 11. Contoh SPP-LS
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Lampiran 12. Contoh SPM
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Lampiran 13. Contoh SP2D
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Lampiran 14. Contoh Faktur Pajak
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Lampiran 15. Contoh Cetakan Kode Billing PPN
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Lampiran 16. Contoh Cetakan Kode Billing PPh 22
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Lampiran 17. Contoh Bukti Penerimaan Surat (BPS)
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Lampiran 18. Contoh SPT Masa PPN (Formulir 1107 PUT)
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Lampiran 19. Contoh Lampiran 1 SPT Masa PPN (Formulir 1107 PUT)

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


72

Lampiran 20. Bukti Penerimaan Negara
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Lampiran 21. Contoh Surat Perintah Kerja (SPK)
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Lampiran 22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009
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Lampiran 23. KMK Nomor 563/KMK.03/2003
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